
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TEI{(X}ARA

PERATURAI{ BT'PATI KOIYAWE SELATAN
NOMOR ? TAHTTN 2022

TEIYTAJTG

IIRITERIA PBTABAT pELlu(sANA TEKI{IS KEGIATAII (ppTxl
LIITGKUP PEMERIITTAII KABI'PATEI{ IiONAWT SELATAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, khususnya mengenai Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang Kriteria Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indoesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Telcris Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178rl;

11. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (l,embar Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TEI{TAIG
KRITERH PE.'ABAT PELAKSANA TEKI{IS KEGIATAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEI{ KOI{AWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan €mggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.



7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebzgian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggar€rn belanja negara/anggaran belanja daerah.

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerl'a di
Kementerian/l,embaga/Pemerintah Daerah yang menjadi
Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang
berkedudukan di bawah koordinasi Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan.

11. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur
Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa.

12. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya
adalah Aparatur Sipil Negara, pr4jurit Tentara Nasional
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.

BAB II
PE.'ABAT PENGELOLA TEI(NIS KEGIATAN (PPTK)

Bagian Kesatu

Penetapan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

Pasal 2

(1) Pejabat Pelaksana Telcris Kegiatan (PPTK) adalah pejabat
pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih
mandat yang dilaksanakan oleh PPTK;

(3) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPIK di
lingkungan SKPD/Unit SPKD;

I



(4) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi
jabatan, besaran €rnggaran kegiatan/sub kegiatan, beban
ke{a, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya serta didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi.

(1) PPIK memiliki
meliputi:

Bagtan Kedua

Tlrgas dan Fungsi

Pasal 3

tugas dan fungsi membantu PA/ KPA

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit
SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
zrnggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan/ Sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

(2) Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub

kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan kepada PA/KPA.
(3) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelalsanaan

.rnggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan/ Sub kegiatan, meliputi:

a. menyiapkan laporan kine{a pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

(4) Tugas menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/ Sub kegiatan SKPD, meliputi:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
c. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja

(l(AK);

d. menetapkan rancangan kontrak;
e. menetapkan HPS;



f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit

di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. mengendalikan Kontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/KPA;
1. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
m. menilai kinerja Penyedia;

(5) Tugas PPTK sebagaimana ayat (4) dilaksanakan apabila
tidak ada penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan belanja
dari APBD.

(6) PPIK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan
kompetensi PPK.

(7) PPTK pada SKPD/unit SKPD bertanggunglawab kepada
PA/KPA;

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 4

(1) PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD
selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan
berintegritas.

(3) Daiam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu
tingkat di bawah KPA dan/ atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.

(a) Dalam ha-l tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural, PA/ KPA dapat menetapkan Pejabat
Fungsional selaku PPTK yang memiliki kriteria sesuai
peraturan yang berlaku;

(5) Ituiteria sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
a. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
b. Ttrgas dan fungsi administrasi berkaitan dengan

pelayanan teknis fungsional;
c. T\rgas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh

Pejabat Fungsional;



d. Memiliki sertifrkat kompetensi Pejabat
Komitrnen (PPK) dan/atau sertifrkat Ahli
Barang/Jasa Level- I (Tingkat Dasar).

Pembuat
Pengadaan

BAB III
I(Ef,EI{TUAIT PENUTI'P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 26 januari 2022

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 26 januari 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 7

Andoolo 5 April 2022




